BAB 8

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lain
adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang
diukur dengan indikator-indikator yang mampu mendefiniskan capaian dari hasil
pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang
tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari impact dan outcome.
Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu
informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau
lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus
mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah
daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat
dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Indikator impact dan outcome ini
dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui

berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur
kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan
akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan
bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil
gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak
untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan
tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.
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Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara
kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian
indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu,
indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan
pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih
utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat
pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
Indikator Kkinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi
gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di

masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
b. Kesejahteraan sosial
2. Aspek Pelayanan Umum
a. Pelayanan Urusan Wajib
b. Pelayanan Urusan Pilihan
c. Pelayanan urusan penunjang
3. Aspek Daya Saing Daerah
a. Kemampuan Ekonomi;

b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
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8.1. Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No. Indikator Target Tahun ke-
1 2 3 4 5

1. Indeks Kebahagian 73,59 73,60 73,65 73,67 74,00
2. Indeks Gini 0,328 0,325 0,320 0,310 0,300
3. Inflasi 3,61+1 3,50+1 | 3,501 3,501 3,50+1
4. Kinerja pelayanan

infrastruktur dasar 65 69 73 77 85
5. Laju pertumbuhan ekonomi

pada kawasan strategis 3,5+1 3,51 3,5+1 3,5+1 3,5+1

provinsi
6. Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) 82,68 82,70 82,72 82,82 82,85
7. Nilai PDRB sektor sumber 32% 32 32% 32% 32

daya alam
8. Indeks Reformasi Birokrasi B B BB
9. Indeks Persepsi Korupsi 5,50 5,60 6,65 6,69 7,45

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi
Kalimanatan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), adalah

sebagai berikut:
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Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur

No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1 Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi
1.1 Pertumbuhan Ekonomi 1,78 3,5+1 3,51 3,51 3,51 3,5+1
1.2 Inflasi 2,75 3,61+1 3,50+1 3,501 3,50+1 3,50+1
1.3 Kemiskinan 6,19 6,10 6,01 5,98 5,96 5,50
1.4 | PDRB per kapita (000 Rp) 165.714,16 | 170.800 173.455 175.605 179.330 181.113
1.5 Angka rata-rata lama sekolah 9,36 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
1.6 Angka usia harapan hidup 73,70 73,73 73,76 73,80 74,45 75,00
1.7 Persentase balita gizi buruk
1.8 Tingkat partisipasi angkatan 63,75 64,65 65,23 66,50 67,20 70,00
kerja
1.9 Tingkat pengangguran terbuka 6,91 6,87 6,80 6,75 5,75 5,00
1.10 | Persentase PAD terhadap 53,48% 51,48 54,93 55,99 57,04 57,74
pendapatan
1.11 | Pencapaian skor Ketersediaan 96 98,2 98,75 99 99,5 100 100
Pola Pangan Harapan (PPH)
Pencapaian skor Konsumsi Pola 85,5 86,7 87,9 89,1 90,3 91,5 91,5
Pangan Harapan (PPH)
1.12 | Kontribusi sektor pertanian 7,96 8,00 8,20 8,3 8,4 8,5 8,5
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) )
terhadap PDRB
1.13 | Kontribusi sub sektor
perkebunan terhadap PDRB 449 490 5,43 290 6,20 e
1.14 | Kontribusi sub sektor perikanan
PDRB
1.15 | Kontribusi sektor Perdagangan 5.30 555 5.80 6,00 6.20 6,50
terhadap PDRB
1.16 | Kontribusi sektor Industri
Pengolahan terhadap PDRB 18,57 19,21 20,22 21,45 23,22 24,10
1.17 | Pertumbuhan Industri 3,47 5,60 5,70 6,20 6,50 7,00
2 Fokus Kesejahteraan Sosial
2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9,36 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
2.2 Angka usia harapan hidup 73,70 74,21 74,86 75,90 75,98 76,01
Persentase balita gizi buruk
Tingkat partisipasi angkatan 6375 64,22 64,89 65,12 65,76 66,88
kerja ’
Tingkat pengangguran terbuka 6,91 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4
3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Jumlah Group Kesenian 861 870 875 880 885 890
Jumlah Gedung Kesenian 17 18 18 19 19 20
Jumlah Klub Olah Raga 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300
Jumlah Gedung Olahraga 101 103 104 104 105 106
B ASPEK PELAYANAN UMUM
A Fokus : Urusan Wajib
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) )
Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
1.1. | Angka partisipasi kasar
1.1.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A 108,07 108,75 109,50 110,20 110,80 111,5
1.1.2 | Angka Partisipasi Kasar
(APK)SMP/MTs /Paket B 91,46 91,88 91,97 92,05 92,83 93,39
1.1.3 | Angka Partisipasi Kasar
(APK)SMA/SMK/MA /Paket C 99,51 100 100,50 101,0 101,5 102
1.2. | Angka pendidikan yang
ditamatkan
1.2.1 | Tidak/Belum Pernah
Sekolah/Belum Tamat SD 10.1 10,00 8 97 26 95
1.2.2 | SD/Sederajat 24,11 25,10 25,85 26,10 26,58 26,90
1.2.3 | SLTP/Sederajat 21,81 22,0 22,5 23 23,5 24
1.2.4 | SLTA/SMK/Sederajat 33,29 33,67 33,97 34,19 34,78 34,90
1.2.5 | Diploma/Sarjana 10,77 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1
1.3. | Angka Partisipasi Murni
1.3.1 | Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A 97,43 97,43 97,70 97,80 98,43 99,00
1.3.2 | Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs /Paket B 79,58 79,58 79,67 79,77 80,58 82,58
1.3.3 | Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA,/Paket C 68,23 68,23 68,23 68,23 68,23 68,23
1.4 Angka partisipasi sekolah
1.4.1 | Angka partisipasi sekolah (APS) 99,67 99,7 99,8 99,9 100 100,1
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) )
SD/MI/Paket A
1.4.2 | Angka partisipasi sekolah (APS)
SMP/MTs/Paket B 98,79 98,87 98,96 99,01 99,24 99,31
1.4.3 | Angka partisipasi sekolah (APS) 81,32
SMA/SMK/MA/Paket C 81,5 81,7 82 82,3 82,5
1.5 Angka Putus Sekolah:
1.5.1 | Angka Putus Sekolah SD/MI 0,13 0,12 011 0,10 0,09 0,08
1.5.2 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs 1,21 1,20 1,19 1,16 1,15 114
1.5.3 | Angka Putus Sekolah
SMA/SMK/MA 18,68 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3
2 Kesehatan
2.1. Persentase Rumah Tangga
Berperilaku Hidup Bersih dan 63 64 65 66 67 70
Seha
2.2 Persentase Rumah Sehat 60,31 61,29 62,88 63,24 63,87 64,11
2.3. Pravelensi penyakit menular
2.4. Cakupan temuan dan
penanganan kasus TB BTA
2.5. Pravelensi penyakit tidak
menular degeratif
2.6. Pravelensi penyakit tidak
menular non degenerative
2.7. Rasio Rumah Sakit Dibanding
Jumlah Penduduk
2.8. Rasio Perawat per 100.000
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) )
penduduk
2.9. Rasio Bidan per 100.000
penduduk
2.10. | Rasio Dokter per 100.000 1.660 1.665 1.670 1.675 1.680 1.685
penduduk
2.11. | Rasio Dokter Spesialis per
100.000 penduduk
2.12. | Rasio Dokter Gigi per 100.000
penduduk
2.13. | Rasio Analis Kesehatan per
100.000 penduduk
2.15. | Persentase penduduk terdaftar
dalam jaminan kesehatan
nasional
2.16. | Persentase penduduk terlayani
dalam jaminan kesehatan
nasional
2.17. | Rasio dokter spesialis
kandungan per 100.000
penduduk
2.18. | Rasio dokter spesialis anak per
100.000 penduduk
2.19. | Persentase Kunjungan K4 85 86 87 88 89 90
2.20. | Persentase Kunjungan Nifas
2.21. | Cakupan Persalinan Oleh 88 89 90 91 92 93

Tenaga Kesehatan
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) )
2.22. | Persentase Kunjungan Neonatal
(KN1-3) 89 90 91 92 93 94
2.23. Peljsentase.Des.a UCI (Universal 81 82 83 84 85 86
Child Imunization)
3 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
3.1 | Proporsi panjang jaringan jalan 35,69 40,20 43,20 45,50 46,30 47,00
dalam kondisi baik
3.2 P.erse.ntase penduduk berakses 76,86 7786 79.86 82.86 86,86 90.86
air minum
3.3. | Luas Ruang Terbuka Hijau 102.505 102.505 102.520 102.520 102.530 102.540
34. | Jumlah rumah layak huni yang 5.940 1000 1000 1000 1000 1000
dibangun
4 Ketentraman, Ketertiban Umum,
Dan Perlindungan Masyarakat
4.1. | Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
4.2. Persentase partisipasi
masyarakat dalam pilkada
4.3. | Persentase LSM/Ormas yang 36 40 44 48 52 56
aktif dalam pembangunan
5 Sosial
5.1. Persentase PMKS yang 99,60 99,7 99,8 99,9 100 100
memperoleh bantuan sosial
5.2. | Persentase PMKS yang 31,09 31,55 31,89 32,15 33,21 34,18
tertangani
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rencana pembangunan
provinsi

No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) )
5.3. | Persentase Keluarga Miskin dan 15,45 15,75 16,00 16,25 16,55 16,80
PMKS lainnya yang memiliki
usaha ekonomi produktif
b Fokus : Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja
1.1. | Jumlah Pengangguran yang 270 275 280 285 290 295
Menjadi Wirausaha Baru
1.2. Jumlah Orang Terkena PHK 2.264 2.200 2.180 2.160 2.120 2.100
1.3. Produktivitas tenaga kerja
2 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.1. | Persentase partisipasi 6,82 6,98 7,25 7,43 7,52 7,89
perempuan di lembaga
pemerintah
2.2. Partisipasi angkatan kerja 42,33 43,14 43,66 43,84 44,03 44,37
perempuan
3. Pangan
3.1. | Ketersediaan pangan utama 79 80 81 82 83 84
5 Lingkungan Hidup
5.1 Tersedianya dokumen RPPLH 1 1 Digabung dalam Program Tata Lingkungan/
Provinsi Program Penurunan Emisi GRK
5.2 Tersusunnya RPPLH Provinsi 1
5.3 Terintegrasinya RPPLH dalam 1
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) )
Tersedianya dokumen KLHS 1 1
Provinsi
Terselenggaranya KLHS untuk 1 1
K/R/P tingkat daerah provinsi
Indeks Kualitas Air Sungai 74 74,5 75 75,5 76 76
Peningkatan Indeks Kualitas 89,1 % 89,2 89,3 89,3 89,3
Udara
Persentase jumlah sampah yang 55% 56 % 57 % 58 % 58 %
tertangani
Peningkatan Indeks Kualitas - 70,19 71,59 73,02 74,48 74,48
Tutupan Lahan
Laporan Inventarisasi GRK 10 Juta Ton 10 Juta Kegiatan sudah digabung dengan Program
CO2eq Ton CO2eq Penurunan Emisi GRK
Laporan Pelaksanaan Aksi 2 Laporan 2 Laporan
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi
Jumlah limbah B3 yang 80 % - - - -
dikelola
Penetapan hak MHA 5 Desa 5 Kegiatan digabung dengan Program Penataan,
Terlaksananya pemberian 4 4 Penanganan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas
penghargaan lingkungan Kelembagaan Lingkungan Hldup
hidup
Terlaksananya pendidikan dan - -
pelatihan masyarakat
Tersedianya data dan 4 4
informasi penanganan sampah
di wilayah provinsi
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
6 Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
6.1. Persentase penduduk yang
memiliki e-KTP 95 96 97 98 99 100
6.2. Persetn'ta}se pendudlllk yang 26 28 30 32 36 38
memiliki akta kelahiran
6.3. Perse:n.ta}se keluarga yang 76 80 85 90 95 100
memiliki KK
7. Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
7.1. Rgta-rata jumlah kelompok 25,03 26 97 28 29 30
binaan PKK
7.2. Persentase PKK aktif 100 100 100 100 100 100
7.3. Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga pemberdayaan 0,43 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
masyarakat (LPM)
8 Perhubungan
8.1 Rasio panjang jalan per jumlah 6,89 724 743 756 768 771
kendaraan
9 Komunikasi dan Informatika
9.1. Persentase penduduk yang 7430 75 7570 764 771 778
menggunakan HP/telepon
9.2. Proporsi rumah tangga dengan
akses internet
10. Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) )
10.1. | Persentase koperasi aktif 64,6 66,4 67,4 68,4 69,4 70,4
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 308.623 308.823 309.023 309.223 309.423 309.623
11 Penanaman Modal
11.1. ]um.lfah nilai investasi PMDN 10.9 114 125 13.7 1455 15
(Triliun Rp)
11.2. | Jumlah nilai investasi PMA(Ribu 1.346.578 | 1.422.298 | 1.503.310 | 1.580.656 | 1.590.633
1.285.215,2
Us$)
12 Kepemudaan dan Olahraga
12.1. | Jumlah organisasi kepemudaan 107 110 115 120 125 130
12.2. | Jumlah Kegiatan Kepemudaan 42 44 45 46 47 48
13 Statistik
13.1. | Persentase kelengkapan data
sistem informasi pembangunan
daerah
14. Kebudayaan
14.1. | Penyelenggaraan festival seni 60 62 64 66 68 70
dan budaya
15 Perpustakaan
15.1. | Jumlah pengunjung 109.939 110.000 111.000 112.000 113.000 114.000
perpustakaan per tahun
16 Kearsipan
16.1. | Persentase OPD yang mengelola 100 100 100 100 100 100

arsip secara baku
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
C Fokus : Urusan Pelayanan
Pilihan
1 Pariwisata
L1 | Jumlah Wisatawan Nusantara 7.24 6,065 6,570 7,075 7,580 8,085 8,085
dan Mancanegara (ribu orang)
1.2 Kontribusi subsektor Pariwisata 0,93 0,95 0,97 0,99 101 103 103
terhadap PDRB
2 Pertanian
2.1. Kontribusi sektor pertanian 8,5
terhadap PDRB 7,96 8,00 8,20 8,3 8,4 8,5
2.2. Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per 4,24 Ton/Ha
hektar
2.3 Produksi daging sapi (ton) 8.241,26 8.480,73 9.500,86 10.259.49 11.152,45 12.176,78 12.176,78
3 Kehutanan
3.1. Rehabilitasi hutan dan lahan 50 Ha <1% <1% <1% <1% <1%
Kkritis
3.2 Kerusakan Kawasan Hutan 5.413.215,49 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Ha
3.3 Rasio luas kawasan lindung 6% <2% <1,75% <1,5% <1,25% <1%
untuk menjaga kelestarian
keanekaragaman hayati
terhadap total luas kawasan
hutan
4 Energi dan Sumber Daya
Mineral
4.1. Persentase desa berakses listrik 11 11 - - - -
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No Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Urusan/Indikator Kinerja Kinerja pada Kinerja
Pembangunan Daerah awal 2019 2020 2021 2022 2023 pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
4.2 Rasio ketersediaan daya listrik 86,43 % 85,5 % 87,5 % 89,5 % 92 % 95 %
4.3 Persentase pertambangan 75 75 100 - - -
tanpa ijin
5. Perdagangan
5.1. | Nilai Ekspor 17.480.900 | 17970654 | 18.236.473 | 18.408.674 | 18.693.482 | 18.956.036
5.2 | Nilai Impor 3.230970 | 3230960 | 3.229.641 | 3.227.521 | 3.225.421 | 3.222.631
5.3 Eg;ﬁ? Perdagangan Luar 14.249.930 | 14476.095 | 14.633.954 | 14.857.034 | 15.238.568 | 15.405.457
Disparitas Harga antar wilayah 16,8 16.8 16.5 16 15.5 15 15
Jumlah Kerjasama Perdagangan 1 3 5 5 6 3 3
Yg di tindak lanjuti
Meningkatnya Keberdayaan 15
Konsumen I
(kasus 25 30 40 50 60
pengaduan
konsumen)
6 Perindustrian
6.1. Kontribusi subsector Industri
Pengolahan non migas terhadap
PDRB
7 Kelautan dan Perikanan
7.1. | Produksi perikanan tangkap 159.345 118.580 121.188 123.854 126.322 128.858 618.312
7.2. Produksi perikanan 239,710 122.780 125.850 128.995 132.220 135.525 645.370

budidaya/darat
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi
Kinerja pada
awal
periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2019

2020 2021 2022

2023

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) ()

(8)

9)

7.3

Nilai tukar nelayan

101,37

7.4

Cakupan bina kelompok
nelayan

Fokus : Urusan Penunjang

Perencanaan

1.1.

Persentase perusahaan yang
telah menyalurkan CSR tepat
sasaran

1.2.

Persentase wilayah strategis
dan cepat tumbuh yang
dikembangkan

1.3.

Persentase keterpaduan RKPD
terhadap RPJMD

1.4.

Persentase keterpaduan APBD
terhadap RKPD

1.5.

Persentase aspirasi masyarakat
yang ditindaklanjuti dalam
dokumen perencanaan

1.6.

Persentase ketercapaian
indikator RPJMD

Keuangan

Persentase perangkat daerah
yang menyusun laporan
keuangan sesuai SAP dan tepat
waktu

2.2.

Persentase belanja modal dalam
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi
Kinerja pada
awal
periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

9)

APBD

2.3.

Persentase peningkatan
realisasi pajak daerah

22,75

8,45

13,89

12,18

10,57

8,95

2.4.

Persentase peningkatan
realisasi retribusi daerah

2.5.

Persentase aset daerah yang
dilegalisasi

2.6.

Persentase aset daerah yang
dimanfaatkan

Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan

3.1.

Persentase pejabat struktural
yang telah diklat PIM sesuai
syarat jabatan

3.2

Persentase aparatur yang telah
lulus diklat fungsional

3.3.

Persentase aparatur yang telah
lulus diklat teknis sesuai
kebutuhan

3.4.

Persentase pejabat struktural
yang memenuhi syarat
kompetensi dan kualifikasi

3.5.

Persentase pelayanan kenaikan
pangkat dan gaji berkala tepat
waktu

Penelitian dan Pengembangan
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi
Kinerja pada
awal
periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

9)

4.1.

Persentase hasil kajian
pengembangan kota-kota
menengah dan besar yang
ditindaklanjuti

4.2.

Persentase hasil kajian
pembangunan ekonomi yang
ditindaklanjuti

4.3.

Persentase hasil kajian
prasarana wilayah dan SDA yang
ditindaklanjuti

4.4

Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik

4.5.

Persentase aparatur yang
pindah/purna tugas PNS tepat
waktu

4.6

Persentase aparatur yang
terpenuhi kebutuhan diklat

Pengawasan

Persentase OPD yang memiliki
nilai Evaluasi atas Implementasi
SAKIP BB/A

5.3.

Persentase perangkat daerah
yang telah menjalankan SPIP

5.4.

Persentase rekomendasi hasil
pemeriksaan eksternal yang
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi
Kinerja pada
awal
periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

9)

ditindaklanjuti

5.5.

Persentase pemenuhan
kebutuhan auditor sesuai obyek
pemeriksaan

5.6.

Persentase kasus pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti

5.7.

Persentase penurunan kasus
pengaduan gratifikasi

5.8.

Persentase realisasi rencana
aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi

5.9.

Tingkat pelanggaran disiplin
aparatur

Umum /Sekretariat

Persentase perangkat daerah
yang mendapat nilai SAKIP
minimal BB

6.2.

Persentase target IKK pada
komponen perumusan
kebijakan yang terpenuhi

6.3.

Persentase target IKK pada
komponen pelaksanaan
kebijakan yang terpenuhi

6.4.

Persentase fasilitasi rapat/reses
DPRD tepat waktu

6.5.

Persentase kelengkapan bahan-
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi
Kinerja pada
awal
periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2019

2020 2021 2022

2023

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) ()

(8)

9)

bahan penyusunan Raperda

6.6.

Persentase perda yang
terpublikasi

6.7.

Persentase Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan APBD

92

92,50

93,00 93,50 94,50

95,00

6.8.

Persentase batas wilayah yang
ditetapkan

6.9.

Persentase OPD yang telah
memiliki dan menjalankan
standar pelayanan public

6.10.

Persentase proses pengadaan
barang dan jasa tepat waktu

6.11.

Persentase tertib pengelolaan
barang/aset daerah di
lingkungan setda

6.12.

Persentase kabupaten/kota
yang menyusun dokumen
perencanaan dan penganggaran
yang sinkron dengan provinsi

60

70

80 90 100

100

6.13.

Persentase OPD yang menyusun
laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu
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